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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dicita–citakan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai baik, Teknologi, serta infrastruktur yang tentunya tidak lepas dari suatu pembiayaan. Guna membiayai pembangunan nasional tersebut di butuhkan dana pemerintah.  Salah satu sumber dana pemerintah yang sangat potensial adalah dari sektor pajak.  

Pajak merupakan salah satu komponen penting yang memberikan kotribusi cukup besar bagi penerimaan suatu negara, yang berguna bagi kepentingan nasional.  Pajak berfungsi sebagai  sumber pembiayaan pengeluaran bagi kepentingan pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapatmeningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan  Daerah bagi seluruh rakyat.  Berdasarkan pengertian tersebut, pada hakikatnya pajak sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai objek sebagai objek pajak yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak. 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 7 bidang yaitu: Bidang Kepegawaian, Bidang Aset, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Pendataan dan Pendaftaran, dan Bidang Penagihan Pajak. Selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, penulis di tempatkan di Bidang Penagihan pajak, yang tugasnya untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak restoran/rumah makan, pajak penginapan (tempat kos dan vila), pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, bahkan pada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan informasi dari hasil wawancara oleh kepala seksi penagihan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan sesuai dengan pengamatan penulis bahwa telah dilakukan kontrol setiap bulannya mengenai pajak yang masih menunggak, akan tetapi masih terdapat sejumlah pegawai yang belum memahami penerapan Standar Operasional Prosedur yang dilakukan oleh kantor  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di sebabkan bahwa pegawai tidak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang penerapan Standar Operasional Prosedur yang di terapkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak setiap bulannya. Sehingga meskipun sudah menjadi suatu kewajiban yang bersifat memaksa, masyrakat di kabupaten Minahasa Tenggara enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tunggakan dari sejumlah unit pajak daerah yang masih belum di bayar oleh wajib pajak, seperti pajak restoran, pajak penginapan, pajak air/tanah, pajak sarang burung wallet bahkan pada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) telah dikeluarkan sebagai dasar pembayaran pajak oleh wajib pajak, namun tidak semua wajib pajak langsung menindak lanjuti hal tersebut sampai batas waktu jatuh tempo pembayaran pajak. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara oleh kepala seksi penagihan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Tenggara, telah dilakukan kontrol setiap bulannya mengenai pajak yang masih menunggak, akan tetapi masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum membayar kewajibannya selama beberapa bulan. Dilihat dari sisi jumlah piutangnya dari tahun ke tahun jumlah piutang fluktuatif tetapi perubahannya tidak terlalu siknifikan. Ketika ketetapan pajak naik, jumlah piutang pun juga ikut naik, hal tersebut disebabkan pula kurang maksimalnya tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara 

Oleh karena itu, pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara harus mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan suatu penagihan pajak secara intensif serta menganalisis dan mengevaluasi tindakan penagihan yang sudah dilakukan. Penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk kembali menagih ke wajib pajak agar segerah melunasi kewajibannya. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya bidang penagihan merupakan unsur pelaksana di instansi pemerintah Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai tanggung jawab unntuk melakukan penagihan atas pajak yang masih terutang. Seksi penagihan dan piutang merupakan seksi yang memegang peranan penting karena fungsi ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam melakukan suatu penagihan memerlukan perhatian yang lebih karena ketidak efisienan dalam penagihan dan piutang dapat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, oleh karena itu di butuhkan suatu sistem yang baik agar tujuan tercapai dan proses penagihan dapat berhasil. Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Standar Operasional Prosedur yang di terapkan pada bidang penagihan pajak yaitu dimulai dari, pengambilan data wajib pajak, melakukan pemungutan pajak ke lokasi wajib pajak, melakukan verifikasi SSPD, merekap hasil tagihan pajak, menyerahkan lembar empat beserta uang hasil penagihan kepada bendahara penerima, pengarsipan tembusan SSPD kedalam arsip, melakukan penyetoran hasil penagihan ke bank, menyimpan bukti setor bank. Namun hal ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah di terapkan sehingga wajib pajak tidak memahami prosedur yang ada.  Dengan adanya suatu sistem, akan sangat membantu dalam proses penagihan pajak. Tindakan yang dilakukan akan lebih teratur serta petugas pelaksana penagihan dapat berfungsi dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan pajak telah menjadi prosedur baku pelaksanaan penagihan pajak. Standar tersebut menjadi dasar untuk proses tindakan penagihan pajak terutang kepada wajib pajak, yang belum membayar atau melunasi penagihan pajaknya. 
Menurut undang-undang nomor 19 tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah di sita. Adapum istilah-istilah dalam penagihan pajak yaitu sebagai berikut

1. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undagan perpajakan.

2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koprasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

3. Jurusita pajak adalah pelakasana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

4. Pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

5. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi melunasi piutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

7. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

8. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak, tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

9. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

10. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pentingnya Peningkatan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Tenggara” 
1.2 Identifikasi Masalah

Pengamatan dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya pada bidang penagihan pajak daerah, penulis menemukan beberapa masalah dalam standar operasional prosedur penagihan pajak seperti:

1. Pendataan  wajib pajak tidak terdata dengan baik

2. Verifikasi  Surat Setoran Pajak Daerah pekerjaan verifikasi sering dilakukan oleh pegawai lain yang bukan tugasnya

3. Merekap hasil tagihan dan menyerahkan ke bendahara penerima hasil rekap tagihan tidak diserahkan oleh sub bidang penagihan bersamaan dengan lembar 4 kepada bendahara.

4. Pengarsipan Surat Setoran Pajak Daerah dilakukan oleh sub bidang lain

1.3 Perumusan Masalah

1 Bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Tenggara?
1.4  Tujuan dan Manfaat

 1.4.1 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Opersional Prosedur penagihan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. Untuk mengetahui penerapan Standar Operasional Prosedur penagihan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan baik sesuai aturan.
 1.4.2 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis di bidang penagihan pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Miahasa Tenggara terkait dengan penagihan pajak.

b. Bagi kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kantor dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan penagihan pajak.

c. Bagi Politeknik Negeri Manado

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bacaan khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.
2. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan pemahaman teori yang di peroleh penulis selama di bangku kuliah kedalam dunia kerja nyata.

1.5 Teknik Penulisan 

1.5.1 Metodologi Penelitian

Penelitian tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur di kantor Badan Keaungan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan untuk mengetahui sejauhmana peningkatan SOP yang di lakukan oleh pegawai kantor. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan yang dilakukan penulis yaitu:

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yaitu pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berlokasi di Jl.Ratahan-Belang Blok A, Kel.Pasan-Wawali dan selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan penulis di tempatkan di bidang Penagihan Pajak, Keberatan dan Verifikasi.

2 Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama hampir 4 bulan terhitung dari 6 februari 20I7 – 24 mei 20I7 dengan 5 hari kerja senin sampai dengan jumat dari jam 7:45 – I6: 20 WITA.

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaiti menguraikan permasalahan yang terjadi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
1.5.2 Jenis dan metode penelitian 
Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode studi kasus.

1. Metode yang digunakan dalam penulisan  tugas akhir ini adalah statistic yang bersifat deskriptif tanpa menggunakan bantuan perangkat lunak pengolah data. Menurut Zulganef (2008) statistic deskriptif adalah statistik yang menjelaskan bagaimana data atau sekumpulan data diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi kelompok-kelompok data yang lebih mudah di analisis atau di baca oleh pengguna informasi berdasarkan data tersebut.

2. Metode penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang menjelaskan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik yang terjadi pada objek. Penelitian ini mempunyai ciri menjelaskan situasi atau kejadian dengan mencari informasi factual menidentifikasi masalah dan praktek yang sedang berlangsung kemudian melakukan perbandingan kemudian mengevaluasi.
1.5.3 Jenis data dan metode pengumpulan data
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan jenis data primer dan sekunder yaitu :

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terstruktur tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak, serta tata cara penerapannya.

2. Data Sekunder, merupakan data internal yang di peroleh dari objek masalah tentang penerapan Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara 

Wawancara metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lngsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya pada bidang penagihan pajak daerah. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data primer mengenai kegiatan operasional kantor dalam bidang penagihan pajak daerah.

2. Dokumenter 

Dokumenter suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menyalin dan mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini dokumen yang disalin maupun dicatat adalah formulir penagihan pajak dan mekanisme standar operasional prosedur bagian penagihan pajak daerah.

3. Studi Pustaka 

Metode ini digunaka untuk mengeksplor lebih jauh yang digunakan untuk pengambilan data dan merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, maupun sumber tertulis lainnya baik berupa teori, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penerapan standar operasional prosedur.
1.5.4  Metode Analisis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu, menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian atau hasil observasi yang penulis lakukan selama mengikuti praktek kerja lapangan berdasarkan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan serta di sesuaikan dengan beberapa teori yang menjadi acuan dalam pembuatan tugas akhir ini.
